
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1034, 2021 KEMENKO-MARVES. Daftar. Proyek Strategis 

Nasional.  

 

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 7 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Proyek Strategis Nasional dilaksanakan sesuai 

dengan kebijakan pembangunan nasional dan skala 

prioritas yang mempertimbangkan kebutuhan, 

kemanfaatan, dan daya dukung atas kelancaran Proyek 

Strategsi Nasional, serta konektivitas antarinfrastruktur 

dan/atau pusat kegiatan ekonomi, sehingga pelaksaaan 

Proyek Strategis Nasional menjadi tepat sasaran dalam 

mewujudkan tercapainya pertumbuhan perekonomian 

nasional yang meningkat dan stabil, serta terealisasinya  

secara konkret pemerataan hasil pembangunan nasional 

ke seluruh lapisan masyarakat yang adil, makmur, dan 

sejahtera; 

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

melakukan evaluasi atas usulan dan daftar Proyek 

Strategis Nasional untuk selanjutnya dijadikan dasar 

pertimbangan dalam menetukan kelayakan suatu Proyek 
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Strategis Nasional di dalam daftar Proyek Strategis 

Nasional atau menetapkan perubahan daftar Proyek 

Strategis Nasional setelah mendapat persetujuan dari 

Presiden; 

c. bahwa penetapan perubahan daftar Proyek Strategis 

Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b 

memerlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sehingga 

daftar Proyek Strategis Nasional memiliki daya laku dan 

daya ikat yang kuat untuk dijadikan dasar acuan dalam 

percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan ketentuan 

Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Proyek Strategis Nasional, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang 

Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654); 
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5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363); 

6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016   

Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); 

7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020   

Nomor 64); 

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 

PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK 

STRATEGIS NASIONAL. 

 

Pasal 1 

(1) Menetapkan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional. 

(2) Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan daftar Proyek Strategis Nasional 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan 

Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan 
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Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis 

Nasional. 

 

Pasal 2 

Perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri Koordinator ini. 

 

Pasal 3 

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 10 September 2021 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

AIRLANGGA HARTARTO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 13 September 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


